EHALINAN I

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR :01/ORT.07-Kpt/7407/1/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menter1 Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rood
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan
bahwa dalam rangka untuk memastikan Program Mikro
serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya,
setiap kementrian/lembaga/pemerintah daerah dapat
membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Inernal
kementrian /lembaga /pemerintah daerah;

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan
Komisi Pemillhan Umum  Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/kpu/V /2021 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk
melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan umum Kabupaten Wakatobi, perlu
menetapkan Keuptusan Komisi Pemilihan Umum tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkunagn
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun
2022.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentant Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan
umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Uum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1783);

Mengingat
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4. Peraturan menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rood
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);

5 Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birikrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan
Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-
Kpt/05/KPU/XI1/2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan umum Tahun 2020-2024;

8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-
Kpt/01/kpu/V /2021 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN KETUA  KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN

ANGGARAN 2022.

KESATU - Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
Tahun 2020 yang terdiri dari :

. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam:
a. Tim Manajemen Perubahan;
b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi
Kebijakan;
Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan,;
Tim Penataan Tata Laksana;
Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
Tim Penguatan Akuntabilitas;
Tim Pengawasan; dan
Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

TR e o

KEDUA . Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris
Jenderal komisi Pemilihan umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada Tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya ABDUL RAJAB
RF ;."""*'\ WAKATOBI
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LAMPIRAN I

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 01/ORT.07-Kpt/7407/1/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI 2022

1 Manajemen 1 Pembentukan tim reformasi birokrasi |Penerbitan 5K tim reformasi birokrasl dan agen | Terbitnya SK reformasi Birokrasi dan Agen
Perubahan dan agen perubahan KPU Kabupaten perubahan Perubahan -
Wakatobi
2 Penyusunan Rencana Kerja reformasi |Rapat penyusunan rencana kerja reformasi Lu_.._-znu:u kerja reformasi birokrasi e N1 _ 4 |
birokrasl birokrasi | ] - L x
3.Internalisasi RB Sosialisasi RB di KPU Kabupaten Wakatobi Dilaksanakannya Rencana aksi RB Agen it |
A B | e
1|Penataan Peraturan |1.Harmonisasi peraturan perundang- 1./dentifikasi terhadap seluruh produk hukum |Telah teridentifikasi terhadap seluruh
Perundang- undangan/produk hukum (keputusan,berita acara,perjanjian kerja sama) | produk hukum(keputusan, berita acara,
undangan dilingkungan KPU Kabuapten Wakatobi yang  |perjanjian kerjasama)dilingkungan KPU
sinkron Kabupaten Wakatobl yang tidak sinkron
2.Merevisl produk hukum(keputusan, berita L:n:E atas produk hukum{keputusan, [ "]
acara, perjanjian kerjasama)dilingkungan KPU |berita acara, perjanjian kerjasama) .
Kabupaten Wakatobi yang tidak sinkron |
2.Sistem Pengendalian dan penyusunan .un_._.__.:u..:u: standar operasional prosedur [Jumlah naskah !da.,...r..l_z.ﬂr::.. .E:ﬂ telah
produk hukum KPU Kabupaten (SOP) produk hukum dibuat/direvisi melalui proses sesuai
Wakatobi dengan SOP
3.Dokumentas| dan informasi hukum ._c_n:_-:..i terciptanya pengelolaan Pengelolalaan dokumen hukum dan
KPU Kabupaten Wakatobi dokumentasi dan informasi hukum yang informasi hukum melalul
terpadu dan terintegrasi https://jdih.kpu.go.id/sultra/wakatobi .
3|Penataandan |1 Reorganisasi [Pelatihan/Bintek online/Tatap muka [Adanya mutu keahlian, kemampuan , dan |
Penguatan ketrampilan kepada pegawai --_--—-_
|Organisasi | | | J .
4 |Penataan 1. Perluasan penerapan e-Govermen 1.Pengiriman operator untuk mengikuti Operator mengikuti Diklat
Tatalaksana yang terintegrasi dalam pelatihan _
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
|2.Pengisian berbagal aplikasi [Terisinya aplikasi LT T T T 1T [T 1 J |
1.implementasi undang-undang 1.Pembentukan Pejabat pengelola informasl  |Tersedianya struktur PPID s
keterbukaan informasi publik KPU dan dokumentasi (PPID) - - - - - -
2 Pelasanaan keglatan PPID .m.ﬂ:..ﬂ::?u: permintaan terhadap --- - - :
informasi dan dokumentasi - - - n .
| ) ! [3.Penyusunan dan penyampaian Tersedianya laporan MR MY L
m____..u_inll_. Sistem 1. Pengendalian jumiah pegawal aparatur |Pembagian ASN Lingkup KPU Kabupaten
Manajemen SOM sipil negara Wakatobi yang sesual dengan Tupoksi Tercapainya penyusunan pegawal sesual _
ASN dengan tupoksi dan jenjang karir dilingkup _
KPU Kabupaten Wakatobi | 9
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2.Penilaian kerja pegawal

Melaksanakan penilalan kinerja PNS melalui
SKP

Seluruh PNS melaksanakan SKP

3.Reward and punishment berbasis Pemilihan pegawai berprestasi dilingkungan  |Adanya _-_..._n_i:..n!._ dokumentasi

kinerja satker dan pengenaan sanksl disiplin bagi pemilihan pegawal berprestasi dan adamya
pegawal yang melanggar ketentuan peraturan |laporan penegakan disiplin
perundang-undangan

4.Penegakan kode etik #m.__a_:- sl kode etik Laporan kode etik )

5.Sistem informasl ASN

Pelaksanaan sistem informasi penyelenggara
pemilu (SIPP) secara online

Penyusunan laporan SIPP

1.Pemantauan capalan kinerja secara
berkala

Pelaporan kinerja

Penyusunan laporan sistem .HE..EE_E
kinerja instansi pemerintah(SAKIP) yang
tepat isi dan waktu

2 Evaluasl internal akuntabilitas kinerja

Pelaporan akuntabllitas kinerja

Penyusunan laporan akuntabillitas kinerja
Instansi pemerintah(LAKIP) yang tepat Isi
dan waktu

3.Peningkatan kopentensi akuntabilitas

Pelatihan akuntabiltas kinerja

Terlaksananya kegiatan !l-_:-u__
penyusunan Lakip dan Sakip dilingkungan
KPU Kabupaten Wakatobl

1.Pemuktahiran Data Pemilih

-

Evaluasi Pemuktahiran data pada tahapan
pilkada 2020

Penyusunan lapopran serta saran dan
masukan dari proses tahapan
pemuktahiran

Keglatan penyusunan daftar pemilih sebagai
bahan dalam kegiatan pemuktahiran data
pemilih berkelanjutan

Koordinasl internal

Koordinasl internal dengan stakeholder
(Disdukcapil, TNI,POLRI dan instansi terkait
lainnya)

Rekapitulasi data pemilih berkelanjutan

1.5osialisasi

Soslalisasi dan pendidikan politik

Terlaksanannya kegiatan sosialisasi dan
pendidikan demokrasi untuk
membangkitkan kesadaran masyarakat
agar bisa kooperatif dalam keglatan-
keglatan politik dan mengubah perilaku
politik uang, hoaks dan isu SARA serta
peningkatan partisipasi masyakarat dalam
setlap pelaksanaan pemilu/pemilihan agar
pelaksanaan demokrasi di Kabupaten
Wakatobi menjadi semakin balk

2.Pembangunan sistim pengawasan
internal

1.Pembentukan satuan tugas sistim
pengendalian Internal pemerintah (SPIP)

Ditetapkannya SK satuan tugas SPIP
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2.Menyelenggarakan SPIP yang meliputi:
A.Menetapkan lingkungan pengendalian. B.
Melakukan penilalan resiko. Cmelakukan
keglatan pengendalian. D. Melakukan
informasl dan komunikasi pengawasan.
E.melakukan pengendalian intern

Terlaksananya kegiatan SPIP dan

penyampalan laporan SPIP yang tepat isl
dan waktu

3.Penanganan pengaduan masyarakat

pembangunan sistim pengaduan masyarakat

- -
Tersedianya unit pengelola pengaduan

masyarakat

1.Penerapan partisipasi publik dalam
upaya meningkatkan kwalitas pelayanan

=1

Pelaksanan keglatan yang melibatkan
stakeholder serta masyarakat luas dalam
rangka pelayanan publik, perluasan informasl

[Tersedia dan mam_!.ﬁn-i:..i layanan
Rumah Pintar Pemilu dan PPID serta
pengaktifan media sosial dan website*®

kepemiluan
Meningkatkan kwalitas layanan informasi dan |Jumlah penyapaian informasi dan publikasi
data yang cepat serta akurat serta soslalisasi

Ketua KPU kabupaten Wakatobi

Ttd

Wakatobi, Januari 2022
Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi
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